MONITORING PERSIDANGAN

KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

Terdakwa : 

Indra Setiawan   
Persidangan I

Selasa, 9 Oktober 2007

Pkl. 11:23 - 12:23 WIB

Agenda : 
1. Pembacaan Dakwaan Oleh Tim JPU 
2. Pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi) Atas Nama Indra Setiawan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Ruang Sidang V, Lt. 2., Mr. R. Wirjono Prodjodikoro

Jl. Gajah Mada 117, Jakarta Pusat

A. Identitas Terdakwa (Syarat Formil dalam Dakwaan)

Nama lengkap
: Ir. Indra Setiawan, MBA

Tempat lahir

: Jakarta

Umur/tanggal lahir
: 56 Tahun / 23 November 1951

Kebangsaan

: Indonesia

Jenis Kelamin
: laki-laki

Tempat tinggal
: Jl. Taman Meruya Ilir H7/14 Meruya Utara, Jakarta Barat Jl. Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat.

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Mantan Dirut Garuda

Pendidikan

: Sarjana

B. Ringkasan Isi Dakwaan (Syarat Materiil dalam Dakwaan)
1. No. Pekara

No. Reg. Perkara : PDM-2109/JKTPST/Ep.1/09/2007

2. Kejahatan Yang dituduhkan

Bahwa terdakwa Ir. Indra Setiawan, MBA pada tanggal 11 Agustus 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Garuda Indonesia Jl. Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa korban Munir, SH.

3. Pasal Yang Dituduhkan

Perbuatan terdakwa Indra Setiawan merupakan kejahatan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 340 KUHP jo pasal 56 Ke-2 KUHP

Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “ 
Pasal 56 Ke – 2 KUHP

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

4. Alur Kejahatan

· Terdakwa Indra Setiawan selaku Dirut. Garuda Indonesia Airways sekitar bulan Juni atau Juli 2004 telah bertemu dengan Pollycarpus Budihari Priyanto di Restauran Bengawan Solo Hotel Sahid Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.
· Kemudian Pollycarpus menyerahkan kepada Terdakwa Indra Setiawan surat dari Badan Intelijen Negara yang ditandatangani oleh Waka. BIN (sdr. As’ad) yang isinya agar terdakwa menugaskan Pollycarpus sebagai staf perbantuan Coorporate Security / Aviation Security dengan alasan perusahaan Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan vital dan dtrategis, untuk itu perlu ditingkatkan segi keamanannya.

· Terdakwa Indra setiawan mengetahui bahwa Pollycarpus tidak mempunyai keahlian di bidang Aviation Security, namun terdakwa tetap menempatkan Pollycarpus untuk diperbantukan di Unit Coorporate / aviation security dengan menerbitkan surat Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, dengan pertimbangan ada tugas yang bersifat rahasia dari BIN, sehingga berdasarkan surat penempatan Pollycarpus sebagai aviation security dari terdakwa tersebut, maka Pollycarpus dapat dengan mudah untuk mengatur jadwal penerbangan sebagai extra crew Garuda.

5. Peranan Terdakwa 

Menempatkan Pollycarpus untuk diperbantukan di Unit Coorporate / aviation security dengan menerbitkan surat Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004.

6. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan JPU dalam dakwaan terhadap Indra Setiawan sama dengan barang bukti yang diajukan dalam dakwaan terhadap Pollycarpus dan Rohainil Aini, yaitu :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru
 

2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
Bahwa kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. Munir disimpulkan bahwa positif mengandung arsen. 

C. Ringkasan Nota Keberatan (Eksepsi) A.N Terdakwa Indra Setiawan
1. Nota Keberatan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-2109/JKTPST/Ep.1/09/2007 PN Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Indra Setiawan.

Oleh Tim Penasehat Hukum :

1. Antawirya Jaya, SH., MH

2. Suroso Rachmad, SH.,

3. Ivone Indah Pertiwi, SH

4. Jimmy G.P. Silalahi, SH

5. Harry Witjaksono, SH

6. Yandri Sudarso, SH., MH

7. Adi Waluyo, SH.

8. Ardian Hamdani, SH

2. Ringkasan Materi Nota Keberatan (Eksepsi)
a. Eksepsi ini adalah penyeimbang informasi sepihak yang disampaikan oleh JPU. Pada hakekatnya ketentuan pasal 156 KUHAP mengakomodasi prinsip keadilan bahwa Terdakwa Indra Setiawan mempunyai hak dan berkewajiban untuk mengajukan eksepsi apabila dalam surat dakwaan terdapat kekurangan atau kekeliruan yang bersidat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasehat Hukumnya. 


b. Tentang dakwaan Indra Setiawan oleh JPU 

Didakwakan bahwa : Terdakwa Ir. Indra Setiawan telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa korban Munir, SH. Perbuatan mana merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. 

Dilihat dari ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP adalah 14 (empatbelas) tahun penjara. Jadi apakah mungkin Terdakwa Indra Setiawan yang sudah bekerja selama 30 tahun harus mensia-siakan, menghacurkan karirnya dengan melakukan perencanaan pembunuhan. Lalu apa keuntungannya.
c. Motif penerbitan surat tugas bukan untuk melakukan pembunuhan berencana   

Motif Terdakwa Indra setiawan dalam menerbitkan surat tugas Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 untuk menempatkan Pollycarpus sebagai staf perbantuan pada bagian Coorporate Security, semata-mata hanya dalam rangka meningkatkan segi keamanan perusahaan Garuda Indonesia sebagai suatu perusahaan milik Negara yang sangat vital dan strategis, sebagaimana diminta oleh BIN yang merupakan suatu instansi Pemerintah yang sangat concern terhadap masalah keamanan Negara RI. Jadi motivasi terdakwa untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sama sekali tidak ada.  
d. Dakwaan Tidak Nyata (tidak adanya hubungan kausalitas antara penerbitan surat penugasan dan pembunuhan berencana) 

· Pada alenia terakhir halaman 1 dakwaan, tertulis, Bahwa ia terdakwa Indra Setiawan selaku Dirut. Garuda Indonesia Airways sekitar bulan Juni atau Juli 2004 telah bertemu dengan Pollycarpus Budihari Priyanto di Restauran Bengawan Solo Hotel Sahid Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. 

· Kemudian pada alenia pertama halaman 2 dakwaan, tertulis, Bahwa di Restauran Bengawan Solo tersebut,  Pollycarpus telah  menyerahkan kepada Terdakwa Indra Setiawan surat dari Badan Intelijen Negara yang ditandatangani oleh Waka. BIN (sdr. As’ad) yang isinya meminta agar terdakwa menugaskan Pollycarpus sebagai staf perbantuan Coorporate Security / Aviation Security dengan alasan perusahaan Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan vital dan strategis, untuk itu perlu ditingkatkan segi keamanannya. 

· Dan pada alenia kedua halaman 2 dakwaan, tertulis, Terdakwa Indra setiawan mengetahui bahwa Pollycarpus tidak mempunyai keahlian di bidang Aviation Security, namun terdakwa tetap menempatkan Pollycarpus untuk diperbantukan di Unit Coorporate / aviation security dengan menerbitkan surat Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, dengan pertimbangan ada tugas yang bersifat rahasia dari BIN, sehingga berdasarkan surat penempatan Pollycarpus sebagai aviation security dari terdakwa tersebut, maka Pollycarpus dapat dengan mudah untuk mengatur jadwal penerbangan sebagai extra crew Garuda. 

Secara yuridis ketiga point dakwaan di atas tidak mempunyai “causaliteit” atau “sebab akibat” atau mata rantai antara perbuatan yang didakwakan terhadap Indra Setiawan, yakni berupa diterbitkannya surat Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 dengan terjadinya pembunuhan berencana terhadap Munir. 

Ketiga point dakwaan di atas juga masih menimbulkan pertanyaan, yaitu: 

· Apakah permintaan dari BIN terhadap terdakwa agar Pollycarpus ditugaskan sebagai staf perbantuan pada aviation security dipenuhi sepenuhnya oleh Terdakwa. Jawabnya adalah “TIDAK”. Terdakwa tidak memenuhi seluruh permintaan BIN karena Terdakwa tahu bahwa Pollycarpus tidak memiliki keahlian atau kemampuan di bidang Aviation Security, yang tugas-tugasnya memerlukan tindakan fisik serta harus memiliki license untuk itu. Dalam surat tugas Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, Pollycarpus tidak ditempatkan sebagai staf perbantuan di bidang Aviation security sebagaimana diminta oleh BIN melainkan hanya ditempatkan sebagai staf perbantuan di unit coorporate security yang tugas-tugasnya sangat umum dan tidak memerlukan tindakan fisik maupun license seperti di bidang Aviation Security. Tugas Pollycarpus di unit coorporate security lebih banyak bersifat “monitoring” dan “analisa”. 

· Apakah dengan menempatkan Pollycarpus sebagai staf perbantuan di Unit Corporate Security berdasarkan surat tugas Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 dapat dianggap bahwa terdakwa telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Pollycarpus untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa korban munir. Jawabnya adalah “TIDAK”. Sebab terdakwa tidak memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan sebagaimana dakwaan JPU, melainkan semata-mata untuk memenuhi permintaan dari BIN dalam rangka meningkatkan keamanan PT Garuda Indonesia sebagai suatu perusahaan milik Negara yang vital dan strategis. 
· Apakah memperbantukan Pollycarpus pada corporate security dapat dianggap bahwa terdakwa telah memberi kemudahan bagi Pollycarpus untuk mengatur jadwal penerbangan sebagai extra crew Garuda. Jawabnya adalah “TIDAK”. Sebab mengacu Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 justru akan mempersulit posisi Pollycarpus untuk mengatur jadwal penerbangannya, mengingat surat tugas dimaksud ada suatu keharusan bagi Pollycarpus untuk selalu terlebih dahulu memperoleh izin dari chief of pilot atau VP Corporate Security. 
e. Alasan Dijadikannya Indra Setiawan Sebagai Tersangka Tidak Berdasar 
Apa yang didakwakan JPU terhadap IS adalah membantu kejahatan yang dilakukan oleh Pollycarpus. Benarkah Pollycarpus adalah pelaku pembunuhan berencana terhadap Munir.  Berdasarkan bunyi putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006, tanggal 3 Oktober 2006 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde) bahwa pollycarpus tidak terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa korban Munir. Sebagai konsekwensi dari putusan tersebut, maka pelaku kejahatan belum atau tidak diketahui. Dengan demikian mendudukkan saudara Indra Setiawan sebagai terdakwa adalah tidak logis. 
JPU tidak cermat dalam dakwaan dan menjadi Batal Demi Hukum. Pengajuan Indra Setiawan sebagai terdakwa dalam persidangan ini terlalu dipaksakan dan bahkan dapat dikatakan masih terlalu prematur. 
f. Tanggapan Tentang Syarat Materiel Surat Dakwaan 

Syarat materiel dalam surat dakwaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi: “b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan” Jika dakwaan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan di atas, maka dakwaan menjadi batal demi hukum. 

g. Berikut ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Surat Dakwaan JPU
· Dakwaan JPU Tidak Jelas dan Tidak Cermat

JPU menyatakan bahwa terdakwa Indra setiawan, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Pollycarpus untuk melakukan kejahatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu jiwa Munir adalah tidak nyata. Bagaimana Terdakwa IS telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Polly, hal mana dapat terlihat sebagai berikut:

1. Permintaan BIN kepada Terdakwa untuk menempatkan Pollycarpus sebagai staf perbantuan di bidang Aviation Security, tidak sepenuhnya diikuti Terdakwa karena terdakwa menyadari benar bahwa Pollycarpus tidak memiliki keahlian di bidang Aviation Security. Pollycarpus tidak ditempatkan sebagai staf perbantuan di bidang Aviation Security, melainkan hanya ditempatkan sebagai staf perbantuan di Unit Corporate Security yang tugas-tugasnya bersifat umum yakni monitoring dan analisa. 

2. Motivasi Terdakwa megeluarkan surat tugas Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 didasari atas adanya permintaan dari BIN dengan tujuan untuk meningkatkan segi keamanan Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai suatu BUMN yang vital dan strategis. Jadi sama sekali bukan didasarkan atas adanya tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
3.  Tidak nyata dalam dakwaan bahwa penerbitan sura tugas Nomor : GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 oleh Terdakwa telah memberikan kesempatan dan sarana kepada Pollycarpus untuk melakukan kejahatan. Padahal surat tugas tersebut seharusnya justru lebih mempersulit posisi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk mengatur jadwal penerbangannya.
4. Bahkan dengan adanya putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006, tanggal 3 Oktober 2006 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde) yang isinya menyatakan bahwa Pollycarpus tidak terbukti melakukan kejahatan semakin mengaburkan dakwaan JPU. Dengan Putusan MA tersebut dakwaan JPU menjadi tidak relevan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga Dakwaan JPU harus dinyatakan Batal Demi Hukum.
· Dakwaan JPU Tidak Lengkap

Wewenang Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 14 KUHAP adalah,

“menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, untuk selanjutnya membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan”

Bahwa berkas perkara yang diperiksa jaksa/penuntut umum adalah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP,

“Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalampemeriksaan terhadap tersangka penyidik wajib melaksanakanketentuan pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang masing-masing berturut-turut berbunyi sebagai berikut,

· Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara

· Penyidik wajib memanggil saksi yang menguntungkan Tersangka   

Bahwa dalam perkara aquo ternyata pada BAP yang dibuat penyidik, tidak ditemukan adanya pertanyaan Penyidik kepada terdakwa mengenai apakah terdakwa menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya.

Tidak dilaksanakanannya ketentuan pasal 116 KUHAP oleh penyidik mengakibatkan BAP ini menjadi tidak lengkap .

Berdasarkan hal tersenut di atas maka surat dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya ditolak.

2. Penutup

Memohon majelis hakim memberi putusan sela dalam perkara ini yang pada intinya sebagai berikut:

· Menerima Eksepsi  dari PH Terdakwa IS

· Menyatakan Surat Dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

· Memerdekakan Terdakwa IS
D. Peserta & Situasi Persidangan 
1. Majelis Hakim

Hakim Ketua 
: Heru Pramono

Hakim Anggota : Makkasau 




  Eli Maryati

2. JPU

Para Jaksa Penuntut Umum yang hadir Cuma 3 orang yaitu, 

1. Edi Saputra, S.H. 

2. Nur Rahmat, S.H., MH.
3. Arif Mulyawan, S.H.
3. Pengacara

1. Antawirya Jaya, SH., MH

2. Suroso Rachmad, SH.,
3. Ivone Indah Pertiwi, SH

4. Jimmy G.P. Silalahi, SH

5. Harry Witjaksono, SH

6. Yandri Sudarso, SH., MH

7. Adi Waluyo, SH.

8. Ardian Hamdani, SH
4. Situasi di Sekitar PN Jakpus dan Ruang Sidang 
Suasana di luar ruang persidangan setelah persidangan Terdakwa Rohainil Aini semakin sepi. Beberapa keluarga Roahinil Aini pun meninggalkan persidangan dan hanya terlihat 1 sampai 2 saja yang bertahan. 

Pengunjung yang bertahan pada persidangan Terdakwa Indra Setiawan sekitar 50 orang yang terdiri dari beberapa media cetak dan elektronik, Keluarga Indra Setiawan. dan beberapa aktivis Kontras, Kasum, dan Imparsial. Penjagaan keamanan dari kepolisian tidak terlihat satupun.     

E. Catatan Persidangan
1. Pra Sidang 
Persidangan kasus Munir pada 09 Oktober 2007 ini PN Jakpus menghadirkan dua terdakwa yaitu Terdakwa Rohainil Aini dan Terdakwa Indra Setiawan dengan berkas perkara berbeda. 

Sebelum persidangan dimulai, Suciwati memberikan tanggapan :

· Bahwa Terdakwa Indra hanya pelaku lapangan sebagaimana halnya Pollycarpus. 
· Keterlibatan BIN harus segera dibongkar oleh aparat yang berwajib, Wakil Kepala BIN M As'ad dan mantan Deputi V BIN Muchdi PR agar diajukan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Munir. Karena dalam PK Pollycarpus beberapa waktu lalu, telah jelas disebut nama As'ad. Selain itu, sejak pertama kali persidangan kasus pembunuhan Munir dibuka, terdapat fakta ada hubungan telepon antara Polly dengan Muchdi. Dan Indra Setiawan sendiri pernah mengatakan bertemu dengan As'ad dan Muchdi
2. Persidangan 

Ketua Majelis Hakim Heru Pramon, SH membuka persidangan dengan terdakwa Indra Setiawan. Setelah Terdakwa dipersilahkan memasuki ruang persidangan kemudian Tim JPU dipersilahkan majelis hakim untuk membacakan materi dakwaan. Surat dakwaan sebanyak  6 lembar tersebut dibacakan oleh JPU Noor Rahmad, SH, MH (Jaksa Utama Muda, NIP. 230017999), tertanggal 17 September 2007.

Makassau (anggota hakim) terlihat sering mengantuk, sesekali memejamkan mata, bahkan terlihat tertidur.

Pembacaan materi dakwaan selesai. Meski Terdakwa Indra Setiawan tidak mengerti dengan materi dakwaan JPU, akan tetapi setelah JPU Noor Rahmat, SH, MH mengulangi dakwaan secara singkat, akhirnya Terdakwa Indra Setiawan pun mengaku mengerti. 

Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa Indra Setiawan apakah akan mengajukan nota keberatan (Eksepsi). Terdakwa Indra Setiawan menjawab bahwa Eksepsi diajukan sekarang juga dan akan dibacakan kuasa hukumnya. Nota Keberatan setebal 16 halaman dibaca oleh Kuasa Hukum Terdakwa Indra Setiawan, Antawirya Jaya, SH, MH, tertangal 09 Oktober 2007.

Dalam eksepsi, Kuasa Hukum Terdakwa Indra Setiawan mengajukan keberatannya dengan alasan bahwa paling tidak terdakwa akan diancam hukuman 14 tahun karena melakukan pembunuhan berencana. Padahal terdakwa Indra Setiawan sudah memberi sumbang sih bekerja di BUMN selama 30 tahun. Ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan.

Penerbitan surat GA/GZ-2270/04 untuk Pollycarpus Budihari Priyanto hanyalah untuk memenuhi perintah Badan Intelijen Nasional (BIN) yang meminta Polly untuk menjadi aviation security. Namun karena Polly tidak punya kemampuan bidang itu, maka dia hanya dijadikan staf perbantuan di unit security. Tugasnya memonitoring dan menganalisa. Permintaan BIN itu dikarenakan PT Garuda Indonesia adalah BUMN milik negara yang vital. Dengan demikian secara yuridis, tidak ada sebab akibat dan mata rantai terbitnya surat dan pembunuhan berencana.
Setelah pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi) atas nama Terdakwa Indra Setiawan selesai, Majelis Hakim mengajukan tawaran kepada Tim JPU untuk memberikan tanggapan dan Tim JPU menjawab akan memberikan tanggapan pada persidangan minggu mendatang.

Kuasa Hukum Terdakwa Indra Setiawan mengajukan penangguhan penahanan agar terdakwa bisa berhari raya idul fitri dengan keluarga dan dijawab oleh majelis hakim akan dipertimbangkan.
Persidangan ditunda sampai pada tanggal 24 Oktober 2007 dengan agenda Tanggapan JPU atas Eksepsi atas nama Terdakwa Indra Setiawan. 
3. Pasca Sidang

JPU Arief Mulyawan, SH setelah persidangan usai mengatakan kepada media bahwa Terdakwa Indra Setiawan menerbitkan surat bernomor GA/GZ-2270/04 pada 11 Agustus 2004. Surat tersebut untuk menindaklanjuti permintaan BIN agar menempatkan Polly sebagai staf aviation security. Karena surat itulah Terdakwa mengizinkan Polly untuk terbang, sehingga memberi kesempatan pada Polly untuk melaksanakan niatnya.
JPU Edi Saputra, SH, juga mengatakan bahwa ancaman maksimal untuk Indra dan Chief Secretary Pilot Airbus 330 Rohainil Aini adalah 15 tahun penjara. Dalam pasal 340 KUHP, ancaman hukuman sebenarnya adalah hukuman mati. Namun karena Indra hanya disangka memberi bantuan membunuh, maka ancaman hukumannya hanya 15 tahun penjara. 

Khoirul Anam dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) ketika ditanya wartawan mengatakan bahwa Garuda kerap dijadikan tempat operasi BIN. Karena itulah kasus Munir ini harus diungkap..







Pasal 156 KUHAP


Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.


Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.


Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.


Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.


a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding   oleh terdakwa atau penasehat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empatbelas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan yang berwenang. 


b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan yang disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. 


Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.


Hakim ketua sidang jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.




















Pasal 143 KUHAP





Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.


Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:


nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;


Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.


Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum 


Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.








